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QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 05 TAHUN 2004

TENTANG

PENETAPAN PANTAI PULO SAROK SINGKIL SEBAGAT LOKASI
PARIWISATA

DENGAN RAHMAT ALLAN SUBHANU WATAA’ALA

BUPATI ACE! SINGKIL

Menimbang - a. bahwa pantai Pulo Sarok Singkil mumiliki kekayann berugpa
Sumber daya alam hayati, sumber dayi alam non hayati dar
sumber doya buatan yang dapat dijudikan obick dan da
tarik wisata.
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c. bahwa untuk mewujudkan hal terscbut di atas, dipandang

perlu menctapkan Pantai Pulo Sarok Singkil scbagai lokasi
Pariwisata dalam suatu Qanun Kabupaten Acch Singkil.
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ooy —u- - m _c—oaran Negara Republik Indonesia
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—a< - &7 ns—or =3 Tawbahan Lembaran Negara Nomor

Urdanz-onsesi ~mo7  + Tahun 1999 lenlang Pembentukan

Nabomaicm 10 > -+ Lembaran Negara Republik
Indones = “o+_- == “omor 48 Tambahan Lembaran
Negara Moarww 2907

Undang-ancanz  Somor 22 Tahan 1999  tentang
Pemenmtzma- C.zri-  _embaran Negara Republik Indonesia

Tahun |53 Na—g- ~3. Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839 .

Peraturan Pernc-iaas Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalran Ponccmaran atau Perusakan Laut ( Lembaran
Negara  Republin  indonesia  Tahun 1999 Nomor 32,
Tambahan Lzmarz- Negara Nomor 3816 ),

Peraturan Pemcrmiza Nomor 27 Tahun 1999 tentang

Al ity ik Lingkwngan ( Lembamn Megoara
Kepalili i OPTT R LY L1 1 S T T et ambahiin

Lembaran Negara Nomort 3838 );

. Keputusan Presiden Republik [ndoncsia Nomor 15 Tahun

1983 tentang Kebijahsanaan Pengembangan Kcpariwisataan.

Qanun Kabupaten Acch Singkil Nomor 2 Tabun 2002
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatcn Acch

Singkil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

- Pantai Pule Sarok Singkil schagai Lokasi Pariwisata

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini vang dunaksud dengan

Daerah adalah Kabopaten Aceh & 72
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Pemerintah Dacrah adalah Bupati beserta Perangkat Daeszz
Otonom lainnya scbagai Badan cksekutif Dacrals |

Kepala Dacrah adalah Bupati Acch Singkil ;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kabupaten Acch Singkil |

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Acch
singkil ;
Wisala adalah kegiatan perjalanan atau scbagian dari
kegiatan lerscbut yang dilakukan sccara sukarcla serta
bersifal sementara untuk menikmati objck dan daya tarik
wisala ;

Wisatawan adalah Orang yang melakukan Kegiatan Wisata ;

Panwisata adalah scpala sesualu yang berhubungan dengan
wisata. termasuk pengusahaan objck dan daya tarik wisata
serta usaha-usaha yang terkait di bidang terscbut ;

Usaha Pariwisala adalah  kegiatan yang  bertujuan
menyelenggarakan jasa pariwisata alau menyediakan atau
mengusahakan objck daya tarik  wisaty, usaha sarana
pariwisala

Objek dan daya tarik wisata adalah scpala scpala sesuatu
yang meanjadikan sasaran wisata ;

tLokasi Pariwisata adalah Lokasi dengan Luas tericntu yang
dibangun atau disediakan untuk memenuhi  kebutuhan
Pariwisata ;

Pantai I'ule Sarvk adalah Lokasi yang diperuniukkan khusus
dalam Kabupaten Aceh Singkil ;

BADB 11

PENETAPAN, LETAK, LUAS DAN BATAS LOKASL

PPasal 2

Dengan Qanun i ditctapkan Paatai Pulo Sarok Singkil sebagai
Lokasi Pariwisala

Pasal 3

Lokasi Pariwisala Panlai Pulo Sarok terbentuk di Desa Pulc
Sarok Kceamatan Singkil Kabupaten Acch Singki)

Pasal 4
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| Lokasi Pariwisata Pantar Puio Sarok imomypomie 722 T -
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Juian Nozarz
b, Scbelah Sclatan berbatasan dengan Saniudera =7 . 2
Schelah imur berbatasan dengan Muara Anak La -
d  Sebelah Barat berbatasan dengan Muara Pulo Sai

o

5 Balas-balas Lokasi Pariwisata Pantai  Pulo  Saroa
sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Pcta yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.
BAB 111
ARAI KEBIJAKSANAAN PARIWISATA
Pasal 6
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Pasal 7
Pelaksanaan Ketentuan scbagaimana  dimaksud  Jasal
ditctapkan dengan ketentuan yang berlaku
BAB 1V
PENATAAN RUANG DAN PERUNTUKAN LOKAS]

Pasal 8

Peruntukan tuang sebagaimana dimaksudkan dalam Qanun inf
khusus untuk Pembangunan Lokasi Parwisala,

Pasal 9

Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok tidak dapat dijadikan

Perumahan Penduduk, Perkampungan maupun dimekarkan

menjadi desa

Pasal 10

Lokasi Pariwisata Pantai Pulo Sarok tidak dapat dibangun toke

dan sarana Umum lainnya,

BAB V
PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

(1) Untuh membangun’ Pengembangan & orzs Pamiwis. ui2 o
adam a Pem craan modal



BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-
[uasnya untuk berpcran serta  dalam Penyclanggaraan

Kepariwisataan

(2) Pelaksanaan ‘cran scria masyarakat sebapaimana dimaksud
dalam ayat (1 diatur lebih lanjul dengan Keputusan 1 upati.

Pasal 1]

Dalam rangka Proscs Pengambilan Keputusan, Peimerintah

Daerah i dapat mengikut sertakan

masyarakat melalui

Penyampaian Saran, Pendapat dan Pertimbangan

BAD VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14
(1) Pemeriniah oo bupaten
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BAB Vil
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15
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> 1:ndak Pidana schbagaimana dimaksud
Pzlanggaran

BAB 1X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) pada saat berlakunya Qanun ini, maka kclentuan yang ada
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

Qanun ini

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini scpanjang
mengenai Pelaksanaannya akan diatur Jebih lanjut dengan
Keputusan Bupati

Pasal 17

Crnun ni poudan berlokis poda tnngEal di nedanghan
Auar supayn seliap  omand o il eIt TG bk
Pongundangan Canum. i s Penempatonnyd dalam Lembam
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Disahkan di Singkil
Pada fangga!  April 2004
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Pelanggaran

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Quiun ini, maka ketentuan yang ada
masih tetap berlaku seponjang tidak bertentangan denpan
Qanun 1ni

[eal= i TE VO 5 " {1 Jiotur dalarm Cpndn omn | SErpngal
prac L AES: L L 1311 e Tty Joempun ccon
Keputusan Bupati

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapal mcngelahuinya, memerintahkan
Pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh singkil

Disahkan di Singkil
Pada tanggal 1| Desember 2004

BUPATY ACEH SINGKIL
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1. MAKMURSAYAH PUTRA,SH.MM

Diundangkan di Singkil
Pada Tanggal 11 Desember 2004

II. RIDWAN HASAN , SH, MN

LEMBARAN DAFRAH RABUPATEN ACEH SINGRIL 28 4 Teke 3250

NOMOR 2



